
48 

DAFTAR PUSTAKA 

 

A. Buku-Buku 

Agung, K. 2005.Transformasi Pelayanan Publik. Yogyakarta: 
Pembaharuan. 

Ahmad, Badu. 2013. Manajemen Pelayanan Publik. Makassar. Andi Offset 

Amiruddin, Zainal Asikin. 2018. Pengantar Metode Penelitian Hukum. 

Depok. PT. RajaGrafindo Persada. 

Anderson, J. E. 2014. Public Policy Making. In R. Nugroho, Public Policy: 
Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi dan Kimia 
Kebijakan. Jakarta: Elex Media Komputindo. 

Edwards III, G. C. 1980. Implementing Public Policy (Politic and Policy 
Series). Washington DC: Congressional Quarterly Press. 

Grindle, M. S. 2016. Politics and Policy Implementation in The Third World. 
In L. Agustino, Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: 
Alfabeta. 

Hadiman RS. Soekanto. 1999. Melalui Spiritual Membangun Kepolisian 
yang Profesional, Dutarindo. Jakarta.  

Hardiyansyah. 2011. Kualitas Pelayanan Publik Konsep, Dimensi, Indikator 
dan Implementasinya. Yogyakarta. Gava Media 

Kelana, Momo. 1972. Hukum Kepolisian (Perkembangan di Indonesia) 
Suatu Studi Historis Komperatif. PTIK. Jakarta.  

M. Hadjon, Philipus. 1994. Fungsi Normatif Hukum Administrasi Dalam 
Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Pidato Pengukuhan 
Guru Besar Fakultas Hukum Unair.  

Moeljatno. 2006. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bumi Aksara. 
Jakarta.  

Moeljatno. 2009. Asas-Asas Hukum Pidana. Rineka Cipta, Jakarta.  

Moenir, H. 2001. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Jakarta: Bina 
Aksara. 

Muladi. Barda, Nawawi Arief. 1992. Teori-Teori Kebijakan Pidana. Alumni. 
Bandung. 

Nugroho, R. 2014. Public Policy: Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, 
Konvergensi, dan Kimia Kebijakan. Jakarta: Elex Media 
Komputindo. 



49 

P.A.F. Lamintang. 1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. PT. Citra 
Aditya.Bandung. 

PasoloSng, Harbani. 2011. Teori Administrasi Publik. Bandung. Alfabeta. 

Rahardjo, Satjipto. 2000. Polisi Sipil Dalam Perubahan Sosial Di Indonesi. 
Kompas. Jakarta. 

Ridwan HR. 2006. Hukum Administrasi Negara edisi Revisi.Rajawali Press. 
Jakarta.  

Ridwan HR, 2011. Hukum Administrasi Negara. Jakarta. PT. Raja Grafindo 

Persada. 

Rudianto, Y. 2012. Implementasi Kebijakan Penyusunan dan Penetapan 
Standar Pelayanan. Jurnal AKP, Jakarta. 

S. Rajab, Untung. 2003. Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia 
alam Sistem Ketatanegaraan. CV Utomo. Bandung.  

Sadjijono. 2008. Seri Hukum Kepolisian POLRI dan Good Governance. 
Laksbang Mediatama, Surabaya. 

Sadjijono. 2010. Memahami Hukum Kepolisian, LaksBang PRESS Sindo. 
Yogyakarta. 

Sinambela, L. P. 2010. Reformasi Pelayanan Publik: Teori,Kebijakan dan 
Implementasi. Jakarta: PT Bumi Aksara. 

Sitompul. 2004. Beberapa Tugas dan Wewenang POLRI, Divisi Pembinaan 
Hukum POLRI. Jakarta. 

Soejono Soekanto. 1983. Pengantar Penelitian Hukum. Rineka Cipta. 
Jakarta. 

Udoji, C. J. 2012. The African Public Servant As Public Policy in Africa. In 
S. A. Wahab, Analisis Kebijakan: dari formulai ke penyusunan 
model-model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: Bumi 
Aksara. 

Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. 2008. The Policy Implementation 
Process: A Conceptual Framework. In S. A. Wahab, Pengantar 
Analisis Kebijakan Publik. Malang: UMM Press. 

 

B. Peraturan Perundang Undangan 

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 
VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia 
dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.  



50 

 

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 
VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan 
Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana, Staadsblad 1915 Nomor 732. 

 Peraturan Kepala KepolisianNegara Republik Indonesia nomor 23 tahun 
2010 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik.  

Peraturan Negara Kepolisian nomor 7 tahun 2008 tentang Pedoman Dasar 
dan Strategis dan Implementasian Pemolisian Masyarakat 
dalam Penyelenggaraan Tugas Polri. 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 23 tahun 2007 tentang 
Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia 

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.  

Undang-Undang nomor 2 tahun 2000 tentang Kepolisian Republik 
Indonesia. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur 
mengenai POLRI dalam hukum acara pidana.  

 

C. Website 

Abdul Fickar Hadjar, Analisis Komparatif Budaya Hukum Kepolisian Anglo 
Saxon dan Eropa  Kontinental,  
http://hukum.kompasiana.com/2012/11/25/analisis 
komparatifbudaya-hukum-kepolisian-anglo-saxon-eropa-
kontinental-510988.   

Divisi Profesi dan Pengamanan POLRI, Organisasi DIVPROPAM POLRI, 
http://www.propam.polri.go.id/?mnu=4. 

Divisi Profesi dan Pengamanan POLRI, Sejarah PROPAM, 
http://www.propam.polri.go.id/?mnu. 

Iskatrinah, Pelaksanaan Fungsi Hukum Aministrasi Negara dalam 
1https://www.bappenas.go.id/files/4013/7637/9049/Manajemen
_Pengaduan_Masyarakat_Dalam_PelayanAn_Publik.pdf. 

Kepolisian Negara Rebulik Indonesia, Struktur Organisasi Kepolisian 
Negara Republik Indonesia, 
http://www.polri.go.id/organisasi/op/sop/.  

 

http://www.propam.polri.go.id/?mnu=4
http://www.propam.polri.go.id/?mnu
http://www.polri.go.id/organisasi/op/sop/


51 

Mewujudkan Pemerintahan yang Baik, 
http://kunami.wordpress.com/2007/11/06/pelaksanaanfungsi-
hukum-administrasi-negara. 

 

D. Skripsi 

Andi Maryam Ulfa, 2013. Responsivitas Pelayanan Publik (Studi Kasus 
Pelayanan Polres Enrekang Terhadap Pengaduan Masyarakat. 
Makassar. Universitas Hasanuddin. Skripsi:Diterbitkans 

http://kunami.wordpress.com/2007/11/06/pelaksanaanfungsi-hukum-administrasi-negara
http://kunami.wordpress.com/2007/11/06/pelaksanaanfungsi-hukum-administrasi-negara

